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Abstract— Marriage as a means to form a family, marriage
not only contains elements of human relations with humans but
also involves the relationship of civil law. In Article 2 of
Presidential Instruction Number 1 of 1991 Concerning the
Compilation of Islamic Law it is said that marriage is marriage,
which is a very strong agreement miitsaagan gholiidhan to obey
God's commands and carry out them is worship. The purpose of
marriage is to form an eternal and happy family based on the
Almighty God. This is in accordance with Article 1 of Law
Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1
of 1974 concerning marriage. One of the problems in the family
is divorce problems, such as divorce trial in divorce decision
number 1574 / Pdt.G / 2018 / PABDG. The factors of divorce are
influenced by several factors, including economic factors,
household disputes, factors of violence in the household. This
study aims to determine the legal consequences of divorce on
children’'s livelihood. The research method used in this research
is juridical normative by using secondary data obtained through
library research using analytical descriptive research
specifications through a statutory approach. Based on the results
of the study, divorce in decision court number 1574/ Pdt.G / 2018
/ PABDG the judge can pass the verdict verdict that is the
authority of the judge to examine and decide on a case even
though the Defendant in the case was not present at the hearing
on the specified date and sentenced without judgment. the
presence of the Defendant therefore there is no decision from the
judge on the amount of income that must be met by the husband
to his child.
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Abstrak— Perkawinan sebagai sarana untuk membentuk
keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur
hubungan manusia dengan manusia tetapi juga menyangkut
hubungan hukum keperdataan. Dalam Pasal 2 Inpres Nomor 1
Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa
perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat
miitsaagan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun dari tujuan dari
perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan
bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai
dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
perkawinan. Permasahan dalam keluarga salah satunya adalah
masalahan perceraian seperti persidangan perceraian gugat
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cerai putusan nomor 1574/Pdt.G/2018/PABDG. Adapun faktor-
faktor terjadinya perceraian adalah dipengaruhi oleh beberapa
faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor perselisihan rumah
tangga, faktor kekerasan dalam ruma tangga. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian
terhadap nafkah anak. Metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan
data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan
menggunakan spesifikasi penelitian deskripstif analitis melalui
pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian,
perceraian dalam sidang putusan nomor
1574/Pdt.G/2018/PABDG hakim dapat menjatuhkan putusan
verstek yaitu kewenagan hakim untuk memeriksa dan
memutuskan suatu perkara meskipun Tergugat dalam perkara
tersebut tidak hadir di persidangan pada tanggal yang telah
ditentukan dan menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat
maka dari itu tidak adanya putusan dari hakim atas besaran
nafkah yang harus dipenuhi oleh suami kepada anaknya.

Kata Kunci— Akibat Hukum, Perceraian, Nafkah

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan masalah yang sangat esensial
bagi kehidupan manusia, karena perkawinan sebagai sarana
untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya
mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia
tetapi juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan
juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia
dengan Tuhan yang Maha Esa.

Dalam Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa perkawinan
adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaagan
gholiidhan  untuk mentaati perintah  Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam
Pasal 3 KHI ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah.

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan
melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Memperhatikan tujuan perkawinan yang sangat esensial
sebagaimana diuraikan di atas, maka UU Perkawinan
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mempersukar terjadinya perceraian, karena dengan
terjadinya perceraian itu akan berakibat gagalnya ikhtiar
untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal, karena putusnya ikatan lahir batin antara suami
dan istri, bahkan seringkali terjadi dalam kenyataanya di
masyarakat putus pula ikatan tali silaturahmi antara mantan
suami dan keluarganya, yang telah bercerai tersebut. Selain
itu, perceraian dapat juga berakibat timbulnya konflik
antara mantan suami dan mantan istri yang bersumber
diantaranya mulai dari perebutan harta kekayaan,
penguasaan anak-anak yang telah dilahirkan dalam
perkawinan mereka, perselingkuhan, kekerasan dalam
rumah tangga yang berakibat hubungan keluarga tidak
harmonis sehingga justru berdampak kurang baik bagi
perkembangan keluarga dan jiwa anak-anak mereka
tersebut.
Perceraian merupakan perkara penyebab putusnya
perkawinan yang banyak dikaji oleh para ulama, Sarakhsi
menyatakan bahwa perceraian itu dibolehkan dalam
keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) ataupun
insiatif istri (khulu’).
Salah satunya dari putusan pengadilan agama Nomor
1574/Pdt.G/2018/PABDG yang menjadi satu pembahasan
dalam menanggapi kasus terjadinya peristiwa hukum
ketidaksesuaian dalam perundang-undangan yang berlaku
pada akibat hukum dari perceraian terhadap nafkah anak.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka
perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
“Bagaimana Bagaimana prosedur perceraian dalam
ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan?” dan “Bagaimana akibat
hukum dari perceraian terhadap nafkah anak ditinjau dari
Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan  dihubungkan dengan  putusan
No.1574/Pdt.G/2018/PABDG ?”.
Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan
dalam pokok-pokok sbb.
1. Mengetahui prosedur perceraian dalam ketentuan
hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Mengetahui akibat hukum dari perceraian terhadap
nafkah anak ditinjau dari Hukum Islam dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dihubungkan dengan
putusan Nomor 1574/Pdt.G/2018/PABDG

I1I.  LANDASAN TEORI

Pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
yang Kini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang nomor
1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya akan
disebut UU Perkawinan. Adapun pengertian perkawinan
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diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Berdasarkan
rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan
itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan
bathin saja, akan tetapi ikatan kedua- duanya. Berdasarkan
Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssagan
ghalidzan untuk mentaati perintah Allah  dan
melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun syarat
perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 UU Perkawinan, selain
adanya syarat dalam perkawinan juga terdapat syarat sah
perkawinan atau yang sering disebut dengan rukun nikah
yakni sebagai berikut: Mempelai wanita dan mempelai laki—
laki, wali, saksi,akad nikah, mahar (mas kawin).
Perkawinan dapat terjadi apabila semua syarat telah
terpenuhi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan
perkawinan tidak terjadi kerena sebab lain yakni adanya
pencegahan dan pembatalan perkawinan yang ditentukan
dalam Pasal 13-21 UU Perkawinan. Berdasarkan Al-Quran
dan As-Sunnah, Islam sangat menganjurkan kepada kaum
muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan.
Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang
melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan,
maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan
hukum Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah.

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang
dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana
umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur
oleh UU Perkawinan dan kedua calon mempelai belum siap
secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai
belum mempunyai mental yang matang dan juga ada
kemungkinan belum siap dalam hal materi. Batasan umur
untuk melakukan perkawinan menurut UU Perkawinan
adalah 19 (Sembilan belas) tahun baik bagi laki-laki
maupun bagi wanita sedangkan menurut figh Islam batasan
usia untuk melakukan perkawinan adalah baligh dimana
biasanya baligh laki-laki ditandai dengan mimpi basah
(ihtilam) dengan rata-rata mengalaminya pada usia 15 (lima
belas) tahun sedangkan bagi perempuan adalah ditandai
dengan keluarnya darah menstruasi (haidh).

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat
kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan
pernikahannya, mereka meminta pemerintah untuk
dipisahkan. Adapun perceraian diatur dalam Pasal 38-41
Undang-Undang Perkawinan, faktor yang biasanya
mempengaruhi terjadinya perceraian adalah Meninggalkan
Kewajiban, Faktor Ekonomi, penganiayaan, perselisihan.
Dengan adanya perceraian tersebut maka ada beberapa
akibat yang dapat timbul seperti yang disebutkan dalam
Pasal 41 UU Perkawinan.

III.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
1574/Pdt.G/2018/PABDG

ISSN 2460-643X
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Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak
hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
(Tumiran bin Kasran) Teerhadap Penggugat
(Imronah binti Rohmat;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus
enam belas ribu rupiah);

Demikin diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis
tanggal tujuh belas bulan Sya’ban tahun seribu empat ratus
tiga puluh sembilan Hijriyah, oleh kami Ahmad Junaeni
Senaai Ketua Majelis, H. Syamsul Bahri dan H. Ujang
Soleh. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sudang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan
didampingi olen Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami. Sebagai
Panitera Penggati, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin
(selanjutnya disebut “LAPAS Sukamiskin™) berada
dibawah Kantor Wilayah Kemententerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rl Jawa Barat yang bertanggung jawab
Kepada Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Khusus narapidana
kasus korupsi lah yang ditempatkan di Lapas Sukamiskin,
Walaupun demikian, tidak semua penghuni Lapas
Sukamiskin adalah narapidana kasus korupsi. Lapas
Sukamiskin dihuni oleh 436 orang, terdiri atas narapidana
korupsi dan narapidana perbankan 338 orang dan
narapidana umum 98 orang selain narapidana narkotika,
kapasitas Lapas Sukamiskin Bandung 522 orang penghuni.

Secara umum kondisi Lapas di Indonesia mengalami
kelebihan beban kapasitas narapidana dan tahanan. Lapas
Sukamiskin merupakan salah satu dari sedikit lapas yang
tidak kelebihan beban kapasitas. Penanggulangan kejahatan
merupakan salah satu tugas pokok yang disandang Negara
untuk dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat
Kebijakan pidana dapat dikategorikan menjadi dua bagian
pertama penal dan kedua non-penal. pidana penjara telah
mengalami berbagai perubahan kearah penghukuman yang
lebih baik dianggap manusiawi.

Pemidanaan kemudian berubah lebih kearah rehabilitasi
dengan tujuan utama memperlakukan pelaku tindak pidana
dan menempatkannya kembali ke dalam masyarakat melalui
kombinasi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan.
Pembaharuan penjara di Indonesia mengalami masa paling
bersejarah saat Sahardjo menjadi menteri kehakiman,
Sahardjo melakukan upaya perubahan yang sangat
signifikan dalam mereformasi system penjara di Indonesia
pada tahun 1964.
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Sistem peradilan pidana di Indonesia (criminal justice
system), merupakan Istilah yang lazim di pakai di dunia
peradilan pidana. Saat ini telah banyak negara yang telah
menerapkan restorative justice system dalam pembinaan
dalam pembinaan narapidananya. Tujuan dari penerapan
sistem itu adalah untuk memperbaiki kerusakan yang di
sebabkan oleh kejahatan dari pada menghukum orang.
Sementara di Indonesia sendiri sistem pembinaan di
Lembaga Pemasyarakatan sejak lama memunculkan banyak
masalah dan kendala dalam usaha merealisasikan konsep
pembinaan khususnya untuk narapidana korupsi. Bagi para
penghuni tahanan tanpa dukungan keuangan yang memadai
maka hidup didalam penjara sangat berat. Pada situasi
seperti ini narapidana tindak pidana korupsi akan
menggunakan sumber keuangannya untuk mengurangi
penderitaan mereka selama di penjara dan ironisnya ini akan
membuat mereka terlibat dalam paktik korupsi baru dalam
penjara. Dengan demikian faktor utama yang mendorong
mengapa praktik penyuapan terjadi di penjara adalah karena
kehidupan penjara yang belum manusiawi.

Setidaknya terdapat tiga faktor utama untuk
mengkategorikan berbagai kendala yang ada dalam
melakukan pembinaan antara lain: Faktor strukrural
(Structure of law),Faktor Substansial (Substance of
law) ,Faktor Kultural (legal culture)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi
tentang putusan Pengadiln Agama Bandung Nomor
1574/Pdt.G/2018/PABDG tentang perceraian cerai gugat,
maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Agama
harus melalui birokrasi secara tertib dengan cara
mendaftar ke meja pertama dengan membawa
berkas persyaratan berupa surat gugaatan dan
dokumen identitas. Adapun biaya yang harus
dipenuhi yaitu membayar yang telah dibuat oleh
petugas meja pertama dengan biaya yang telah
ditentukan dan dibayarkan melalui bank yang telah
ditentukan. Setelah dinyatakan lunas maka
menunggu panggilan dari juru sita. Dengan tahapan
dalam persidangan yaitu Upaya Perdamaian,
Pembacan Surat Gugatan Penggugat ,Jawaban
Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat,
Pembuktian, Kesimpulan Para Pihak, Musyawarah
Majelsi Hakim, Putusan Hakim.

2. Adapun akibat hukum yang timbul adalah putusnya
perwakinan melalui cerai hidup antara Tumiran
(Tergugat) dan Imronah (Penggugat) perceraian
cerai gugat. Pada putusan adanya putusan verstect
yaitu putusan permusyawaratan yang mana tidak
hadirnya Tergugat, sehungga hak hak dari pada
nafkah itu tidak diberikan karena hakim tidak
memutuskan dalam putusan sidang cerai gugat..

IImu Hukum
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V. SARAN

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, penulis
memeberikan beberapa saran, diantaranya:

1.

Pengadilan Agama harus ikut seta secara maksimal
dalam memberkan pelayan terpadu dan mudah
kepada masyarakatnya yang hendak ingin
melakukan perceraian, salah satunya adalah dengan
pendaftaran  secara online  karena akan
mempermudah  birokrasi dan cepatnya alur
perceraian dalam persidagan di Pengadilan Agama.
Selain dari pendafataran secara online, Pemerintah
juga harus ekstra turut campur dalam memberikan
penyuluhan tentang akibat dari perceraian.
Kemudian dalam sidang perceraian putusan verstek
Pengadilan Agama harus adanya aturan yang lebih
terperinci dalam pemenuhan hak hak dari pada
putusan verstek itu kepada pihak pihak yang yang
harus dipenuhi kewajibannya.
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